BABV

PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang “Ex Offico Hakim

Dalam Menetapkan Jumlah Mut’‘ah Pada Cerai Talak (Studi Putusan di

Pengadilan Agama Talu)”. oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut :

1. Bahwa yang menjadi alasan hakim dalam menetapkan mut’ah adalah
pertama ketentuan mut'ah dimintakan dakam petitum gugatan (tuntutan
kumulasi) atau hakim menetapkan secara ex officio. Kedua, hak bagi istri
dan kewajiban suami pasca percerian dalam fikih dan hukum positif. Hal
ini juga telah diatur dalam aturan agama, yaitu Al-Qur’an seperti dalam
Firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah (2) ayat 241, 236 sampai 237 dan
Q.S. Al-Ahzab (33) ayat 49. Kemudian dalam aturan hukum seperti dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam. Ketiga,
Perimbangan keadilan, norma agam dan norma sosial.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan mut’ah merujuk kepada
posita (tuntutan) dan interpretasi hakim. Hal ini merujuk kepada SEMA
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberluan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan. Berdasrkan hal ini hakim dalam pertimbangannya
melihat pada Kkeadilan, kemampuan suami, Kkepatutan, lama masa
pernikahan, take home pay suami, fakta, kenutuhan dasar, serta lihat
apakah istri nusyuz atau tidak. Hakim dalam hal ini menggunakan metode
jurimetri untuk menentukan besaran yang patut diterima oleh istri yang
harus dibayarkan oleh suami. Hakim juga dalam pertimbangannya
menggunakan prinsip keseimbangan dengan cara negosiasi. Pertimbangan
hukum yang dilakukan hakim juga bermuara pada magqasyid syari’ah yang

sesuai dengan tujuan kesejahteraan istri dan keadilan.
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. Kondisi hakim dalam menggunakan hak ex officio adalah ketika para pihak

tidak menjantumkan atau tidak memintakan haknya (mut’ah) dalam
petitum maupun tuntutannya. Namun, hakim merasa perlu untuk
menetapkan hak-hak yang memang merupakan hak yang harus
didapatkan oleh istri dan kewajiban yang perlu penuhi oleh suami setelah
menjatuhkan talak pada istrinya. Ex officio juga bertujuan untuk menjamin

hak perempuan pasca perceraian dan memberikan keadilan.

5.2. Saran

1.

Adapun saran penulis kepada pasangan suami istri yang mengajukan
percerian di Pengadilan Agama agar memikirkan terlebih dahulu tindakan
yang dilakukan dan memikirkan jalan terbaik dari rumah tangga yang
telah dibangun. Suami dan istri harus menyadari peran dan tanggung

jawab masing-masing dalam ikatan perkawinan.

. Adapun saran penulis bagi pembaca yang membaca penelitian ini agar

menambah pengetahuan dan kesadaran terhadap hak-hak yang perlu
diterima bagi perempuan yang di talak suaminya. Menambah kesadaran

terhadap terhadap kesadaran hukum setiap orang untuk kedepannya.

. Adapun saran penulis untuk penelitian selanjutnya adalah mengkaji

bagaimana sudut padang dari para pihak, apakah mereka mengetahui hak-

haknya dalam sebuah perkara gugatan di Pengadilan Agama.
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